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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah oleh Camat di Kecamatan Bangko 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 

berdasarkan Pasal 10 huruf d, bahwa dalam melaksanakan tugas penerapan dan 

penegakan peraturan daerah di wilayahnya pihak kecamatan senantiasa 

bekerjasama dan bersinergi dengan Satpol PP selaku pihak yang diberi 

wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan dan penegakan 

peraturan daerah di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kecamatan 

Bangko. Namun dalam pelaksanaannya memang masih dirasakan belum 

maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari arti penting 

dari penerapan suatu peraturan daerah. Di samping itu pihak kecamatan 

senantiasa melaporkan semua kegiatan yang dilakukan di kecamatan, termasuk 

penerapan dan penegakan peraturan daerah. Hal ini memang menjadi tugas dan 

kewajiban camat untuk mengekspos semua kegiatan yang telah dilakukan dan 

perkembangannya. Kemudian juga menjelaskan hal-hal yang menjadi 

hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan 

peraturan daerah tersebut.  

2. Hambatan yang dialami oleh Camat dalam menerapkan dan menegakkan 

Peraturan Daerah di Kecamatan Bangko, antara lain adalah kurangnya 
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sosialisasi yang dilakukan oleh bagian hukum dan instansi yang terkait dalam 

pemberlakuan peraturan daerah, sehingga masyarakat kurang memahami akan 

arti pentingnya keberadaan dari peraturan daerah, dan kurangnya pengawasan 

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, karena kekurangan personil 

dalam melakukan pengawasan tersebut, kemudian kurangnya perhatian 

masyarakat terhadap peraturan daerah, karena masyarakat lebih memilih untuk 

melakukan kegiatan tanpa memperhatikan peraturan daerah yang berlaku, serta 

belum sempurnanya laporan mengenai penerapan dan penegakan peraturan 

daerah, karena implementasi di lapangan kurang memuaskan sebagaimana 

yang diharapkan. 

B. Saran 

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada pihak kecamatan dan instansi terkait harus dapat melakukan sosialisasi 

terhadap pemberlakuan peraturan daerah kepada masyarakat, agar masyarakat 

memahami arti penting keberadaan dari suatu peraturan daerah, yakni untuk 

kepentingan dan kemajuan daerah. Pembentukan peraturan daerah tersebut 

bertujuan untuk kenambah pendapatan asil daerah demi untuk melaksanakan 

pembangunan di segala bidang dan di seluruh daerah yang ada dalam suatu 

kabupaten, dalam hal ini tentuanya Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Kepada masyarakat diharapkan peka terhadap suatu peraturan yang berlaku, 

termasuk pemberlakuan peraturang daerah yang juga diterapkan di wilayah 

kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dengan 
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dukungan dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat dalam pemberlakuan 

peraturan daerah tersebut, maka pendapatan asli daerah dapat meningkat, yang 

dipergunakan untuk pembangunan di segala bidang dan diseluruh wilayah 

kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Rokan Hilir. 

 

 

 


